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MOTTO 

“Hai orang – orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku 

tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

(Q.S. Al Maidah : 8)
1
 

“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu 

maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum 

disalah satu masjid diantara masjid masjid Allah, mereka membaca kitabullah serta 

saling mempelajarinya kecuali akan turunkepada mereka ketenangan dan rahmat serta 

diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka dihadapkan para 

malaikat”. (Hadits Abu Hurairoh radiyallahu ‘anhu) 
2
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.surat-yasin.com/2015/04/surat-al-maidah-ayat-8-dan-artinya.html 

2
 http://www.asmaul-husna.com/2015/09/hadist-menuntut-ilmu-hadis-tentang.html 
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RINGKASAN 

 

Prosedur Permohonan dan Penelitian Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 

ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Singosari; Nabil Farabi, 140903101009; 2017: 80 

halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember.   

   Penelitian Surat Setoran Pajak adalah suatu kebijakan yang diatur dalam 

aturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34  untuk menguji kebenaran 

perlakuan administratif atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak 

atas Tanah dan/atau Bangunan.  

 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ini merupakan pajak yang bersifat final. 

Artinya, pajak yang dibayarkan adalah pajak atas penghasilan tertentu yang diterima 

atau diperoleh dan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif tertentu dan Dasar 

Pengenaan Pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. 

Pajak Penghasilan yang dikenakan, baik yang dipotong sendiri maupun dipotong 

pihak lain, bukan merupakan pembayaran dimuka atas Pajak Penghasilan terutang 

tetapi sudah langsung melunasi Pajak Penghasilan terutang untuk Penghasilan 

tersebut. Dengan demikian, Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final 

tidak akan dihitung lagi di Surat Pemberitahuan tahunan untuk dikenakan tarif umum 

bersama – sama dengan penghasilan lainnya. Dengan kata lain, Pajak Penghasilan 

final yang sudah dipotong atau yang sudah dibayar tersebut bukan merupakan kredit 

pajak di Surat pemberitahuan tahunan. 

 Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak 

atas Tanah dan/atau Bangunan ini adalah Pajak yang harus dibayar oleh Pihak yang 

menyerahkan atau yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan, dalam hal ini adalah 

pihak pertama atau penjual. Indonesia menganut self assesment system yang dimana 
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Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 

kewajiban perpajakannya sendiri. Adanya Penelitian Validasi Surat Setoran Pajak ini 

adalah untuk mengecek kebenaran dari penghitungan dan jumlah setoran yang 

seharusnya dibayarkan. Untuk melakukan Penelitian Validasi Surat Setoran Pajak ada 

beberapa peraturan yang mengatur tentang tata cara penelitian tersebut. Ada beberapa 

faktor yang melatarbelakangi pemerintah untuk melakukan penelitian Surat Setoran 

Pajak ini, salah satunya adalah penghitungan jumlah pajak yang seharusnya dibayar 

yang tidak sedikit Wajib Pajak yang salah menggunakan Dasar Pengenaan Pajak dan 

juga ada beberapa Wajib Pajak yang tidak mengetahui harga Nilai Wajar dari tanah 

dan/atau bangunan tersebut. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan 

adanya penelitian terhadap Validasi Surat Setoran Pajak. 

 Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis lakukan ini bertujuan untuk 

mengetahui Prosedur Permohonan dan Penelitian Validasi Surat Setoran Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari ada beberapa keuntungan dan kekurangan 

dari adanya prosedur permohonan dan penelitian Surat Setoran Pajak tersebut. 

Keuntungan yang diperoleh adalah mampu meningkatkan penerimaan pajak dari 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan juga Wajib Pajak bisa lebih jujur dalam 

melakukan kewajiban perpajakannya. Kekurangan dari Prosedur Permohonan dan 

Penelitian Surat Setoran Pajak ini adalah kurangnya pengetahuan Wajib Pajak 

terhadap peraturan perpajakan yang baru dan masih terdapat Wajib Pajak yang belum 

jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

(Dilaksanakan Sesuai Dengan Surat Tugas Nomor 435/UN.25.1.2/SP/2017, DIII 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember) 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan Karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul 

”Prosedur Permohonan dan Penelitian Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 

(2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Singosari”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah 

satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :  

1. Dr. Ardiyanto. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu   Politik 

Universitas Jember; 

2. Drs. Himayan Bayu Patriadi, MA.,Ph.,D selaku Pembantu Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 

3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing 

Laporan Praktek Kerja Nyata; 

4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus sebagai Dosen 

Pembimbing Akademik; 

5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember; 

6. Bapak Mahmud Yunus selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

yang telak mengijinkan penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Singosari; 

7. Bapak Samudro Budiono selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Singosari yang telah banyak memberikan informasi dan 

bantuan dalam proses pengerjaan laporan;  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


x 
 

8. Mas Kharisma Adji, mbak Restu Imansari Kusumaningrum dan mbak Shanti 

Wulandari selaku pegawai di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, dan Mas Andreas 

Yohanes, Bapak Anang dan Bapak Puguh Handoko selaku pegawai di seksi 

Pelayanan, terima kasih banyak atas bantuan informasi pengambilan data terkait 

pengerjaan Laporan Praktek Kerja Nyata Penulis; 

9. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari; 

10. Semua teman – teman Diploma Tiga baik D3 Perpajakan maupun D3 Usaha 

Perjalanan Wisata atas pengalaman selama tiga tahun ini; 

11. Semua teman – teman yang sudah memberikan semangat dan motivasi selama 

penulis menjalankan studi di Universitas Jember 

12. Semua pengurus Himpunan Mahasiswa Diploma Tiga yang sudah bersedia 

menjalankan kepengurusan periode 2016-2017; 

13. Seluruh Anggota MPA. MAPALUS yang sudah memberikan pengalaman dan 

motivasi selama penulis menempuh studi di Universitas Jember; 

14. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung 

hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini. 

15. Almamaterku yang sangatku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Jember. 

 Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk 

mewujudkan laporan Prakterk Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima segala kritik 

dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. 

Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat 

bermanfaat bagi semua kalangan, khusunya pembaca. 

 

 

 

Jember, 10 Mei 2017        Penulis 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xi 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL  ................................................................................   i 

HALAMAN PERSEMBAHAN  ..............................................................   ii 

HALAMAN MOTO  .................................................................................   iii 

HALAMAN PERNYATAAN  ..................................................................   iv 

HALAMAN PERSETUJUAN  ................................................................   v 

HALAMAN PENGESAHAN  ..................................................................   vi 

RINGKASAN  ...........................................................................................   vii 

PRAKATA  ................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI  .............................................................................................   xi 

DAFTAR TABEL  ....................................................................................   xvi 

DAFTAR LAMPIRAN  ............................................................................   xvii 

BAB 1. PENDAHULUAN  .......................................................................  1 

1.1 Latar Belakang  ....................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah  ..............................................................  5 

1.3 Tujuan dan Manfaat  ...........................................................  5 

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata  .......................  5 

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata  .....................  6 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  ..............................................................  7 

2.1 Pajak .....................................................................................   7 

2.1.1 Definisi Pajak  ............................................................   7 

2.1.2 Fungsi Pajak  ..............................................................   8 

2.1.3 Pengelompokan Pajak  ...............................................   9 

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak  ....................................   10 

2.1.5 Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak  ..............   11 

2.1.6 Asas Perpajakan  ........................................................   12 

2.1.7 Asas Pemungutan Pajak  ............................................  15 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xii 
 

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak  .........................................  15  

2.1.9 Sistem Perpajakan  .....................................................  16 

2.1.10 Dasar Terselenggaranya Administrasi Pajak Yang Baik 17 

2.1.11 Saat Berakhirnya Utang Pajak  ..................................  18  

2.1.12 Surat Setoran Pajak  ...................................................  20 

2.1.13 Nomor Pokok Wajib Pajak  .......................................  20 

2.2 Pajak Penghasilan   ..............................................................   24 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan   ..................................   24 

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan  ..............................   25 

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan  .........................................   24 

2.2.4 Bukan Subyek Pajak Penghasilan   ............................   2 

2.2.5 Obyek Pajak Penghasilan   .........................................   26 

2.2.6 Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final  .....................  28  

2.2.7 Bukan Obyek Pajak  ...................................................  29 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat ( 2 )  ..................................  31 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)  ..........   31 

2.3.2 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)   ..............   32 

2.3.3 Kewajiban Subyek Pajak dan Pejabat Yang Berwenang 

 ....................................................................................   33 

2.3.4 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Peng- 

alihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan  ...............   34 

2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengali- 

han Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ....................  34 

2.3.6 Dikecualikan dari Kewajiban Pembayaran atau Pemu- 

ngutan Pajak Penghasilan  .........................................   3  

2.4 Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak   ........................   37 

2.4.1 Pengertian Penelitian .................................................   37 

2.4.2 Pengertian Prosedur  ..................................................   39 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN  ..............................    40 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xiii 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan PKN   ..............................    40 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata .......................................    40 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ...................    40 

3.2  Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata  .............    40 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan  ..........................................    40 

3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal   ...........    41 

3.3 Jenis dan Sumber Data  .......................................................    42 

3.3.1 Jenis Data ...................................................................    42 

3.3.2 Sumber Data  ..............................................................    43 

3.4 Metode Pengumpulan Data ................................................    43 

BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN  ....................................   44 

4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  ..........................   45 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penga- 

lihan Hak atas Tanah da/atau Bangunan Pada Kantor  

Pelayanan Pajak Pratama Singosari ...........................   45 

4.1.2 Hasil Laporan Praktek Kerja Nyata Tentang Prosedur 

Permohonan dan Penelitian Surat Setoran Pajak Pengh- 

asilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangu 

nan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari   47 

4.2 Prosedur Administratif Penelitian Surat Setoran Pajak  

Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/bangunan .............    51 

4.2.1 Tata Cara Permohonan Penelitian Surat Setoran Pajak  

Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan /atau  

Bangunan  ..................................................................   51 

4.2.2 Tata Cara Pengisian formulir Permohonan Penelitian  

Surat Setoran Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah  

Dan/atau Bangunan  ...................................................  52 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xiv 
 

4.3 Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Penghasilan  

Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/ 

atau Bangunan  ....................................................................   53 

4.3.1. Pihak – Pihak Yang Terkait Dalam Proses Penelitian 

Surat Setoran Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak  

Atas Tanah dan/atau Bangunan  ................................  54 

4.3.2. Alur Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Pengha- 

silan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangu- 

nan Tanpa Dilakukan Penelitian Lapangan Menurut  

Standard Operating Procedure .................................  56 

4.3.3. Alur Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Pengha- 

silan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangu- 

nan Dengan Dilakukan Penelitian Lapangan Menurut  

Standard Operating Procedure .................................  60 

4.3.4. Alur Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Pengha- 

silan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangu- 

nan Tanpa Dilakukan Penelitian Lapangan Menurut  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari  ..............  66 

4.3.5. Alur Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Pengha- 

silan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangu- 

nan Dengan Dilakukan Penelitian Lapangan Menurut  

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari  ..............  71  

4.4 Kelebihan dan Kekurangan Prosedur Penelitian Surat  

Setoran Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan  .............................................................................  79 

4.4.1 Kelebihan Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak 

Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan  79 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xv 
 

4.4.2 Kekurangan Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak  

Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan   

atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan .  79 

BAB 5. PENUTUP .....................................................................................  80 

5.1 Kesimpulan  ..........................................................................   80 

5.2 Saran  ....................................................................................   80 

DAFTAR PUSTAKA  ...............................................................................    81 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  ......................................................................    82 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xvi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

3.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  .......................................   39 

4.3.2. Alur Penelitian Surat Setoran Pajak Tanpa Penelitian Lapangan  

Menurut Standard Operating Procedure  .......................................  57 

4.3.3. Alur Penelitian Surat Setoran Pajak Dengan Penelitian Lapangan  

Menurut Standard Operating Procedure ........................................  61 

4.3.4. Alur Penelitian Surat Setoran Pajak Dengan Penelitian Lapangan  

Menurut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari  ....................  69 

4.3.5. Alur Penelitian Surat Setoran Pajak Dengan Penelitian Lapangan  

Menurut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari   ...................  74 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 Halaman 

1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata  .................................  82 

2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata ..................................   83  

3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata  .................................   84 

4. Surat Tugas Dosen Supervisi  ...............................................................   85 

5. Surat Tugas Pembimbing  .....................................................................   86 

6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata  ...........................................................   87 

7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata  ........................................................   88 

8. Surat Izin Tidak Mengikuti Magang  ....................................................  93 

9. Surat Keterangan Selesai Magang  .......................................................   94 

10. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata  95 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016  .......................................  96 

12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010  ................  106 

13. Surat Edaran Nomor : SE-81/PJ0/2010    ..............................................  110 

14. Contoh Formulir Permohonan Penelitian Surat Setoran Pajak   ...........   113 

15. Contoh Formulir Surat Pernyataan Nilai Yang Sesungguhnya atas  

Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan  .....................................................   114 

16. Contoh Surat Tugas Penelitian Lapangan  ............................................   115   

17. Contoh Lembar Pengawasan Arus Dokumen dan BPS ........................   116 

18. Contoh Lembar Hasil Pengecekan Kebenaran Pembayaran Ny Budi ..   117 

19. Contoh Surat Setoran Pajak Ny. Budi (1)  ............................................  118 

20. Contoh Surat Setoran Pajak Ny Budi (2) ..............................................  119 

21. Contoh Formulir Penelitian Surat Setoran Pajak Ny. Budi  .................  120 

22. Contoh Surat Kuasa  .............................................................................  121 

23. Contoh Kartu Identitas Ny. Budi dan Tuan Andi .................................  122  

24. Contoh Akta Jual Beli Ny. Budi dan Tuan Andi  .................................  123 

25. Contoh SSPD-BPHTB Tuan Andi  .......................................................  127 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xviii 
 

26. Contoh SPPT PBB Ny. Budi  ................................................................  128 

27. Contoh Pemberitahuan Hasil Penelitian Lapangan   .............................  129 

28. Contoh Lembar Hasil Pengecekan Kebenaran Pembayaran CV Jaya 

Selalu  ....................................................................................................  130 

29. Tanda Bukti Pembayaran CV. Jaya Selalu  ..........................................  131 

30. Contoh Surat Setoran Pajak CV. Jaya Selalu  .......................................  132 

31. Contoh Formulir Penelitian Surat Setoran Pajak CV. Jaya Selalu  ......  133 

32. Contoh Surat Kuasa CV. Jaya Selalu  ...................................................  134 

33. Contoh Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak CV. Jaya Selalu  .....  135 

34. Contoh SPPT PBB terutang CV. Jaya Selalu  ......................................  136 

35. Contoh SSPD – BPHTB CV. Jaya Selalu   ...........................................  137 

36. Contoh Akta Jual Beli CV. Jaya Selalu  ...............................................  138 

37. Contoh Kartu Identitas Pembeli dan Kuasa  .........................................  144 

38. Daftar Kegiatan Magang  ......................................................................  145 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


1 
 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting 

dalam permasalahan pembiayaan pengeluaran negara. Hampir 80 %  semua 

pengeluaran negara dibiayai dengan pajak. Melihat dari fungsi pajak yang 

mempunyai fungsi budgetair, yang berarti pajak mempunyai fungsi pembiayaan atau 

anggaran untuk membiayai semua pengeluaran yang dilakukan negara, maka negara 

sangat perlu untuk meningkatkan berbagai potensi potensi yang bisa menggali 

pertumbuhan sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Berdasarkan 

data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 dan 2016 ini menyatakan bahwa target 

APBN selalu meningkat. Target penerimaan pada tahun 2015 dari sektor perpajakan 

adalah sebesar 1.282,529 Triliun dan target penerimaan dari sektor perpajakan pada 

tahun 2016 adalah 1.355,200 Triliun. Target yang sudah ditetapkan ini masih belum 

bisa terealisasi 100%. Tahun 2015 hanya tercapai 1.055,269 Triliun atau hanya 

tercapai 83 % dari target, sedangkan untuk tahun 2016 hanya tercapai 1.104,900 

Triliun. Melihat dari tahun – tahun sebelumnya pemerintah atau Direktorat Jenderal 

Pajak harus mampu terus menggali potensi – potensi yang bisa meningkatkan sumber 

penerimaan negara dari sektor pajak agar nantinya kebutuhan atau pengeluaran 

negara untuk biaya pendidikan, proyek pembangunan, dan semua pengeluaran  yang 

dilakukan oleh negara ini benar -  benar bisa dinikmati oleh warga negara. 

Penggalian potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak, ada banyak sekali 

potensi di Indonesia yang memadai, salah satu potensi yang cukup menjanjikan untuk 

tahun 2017 dan untuk tahun – tahun berikutnya adalah perkembangan bisnis properti 

di Indonesia. Ada beberapa pakar ahli di bidang properti yang memprediksikan 

bahwa pada tahun 2017 ini merupakan momen pergerakan pasar ke arah positif. Salah 

satunya dikemukakan oleh Ali Tranghanda selaku Direktur Eksekutif Indonesia 

Property Watch. Menurut Ali, pada skema property clock, Tahun 2017 merupakan 
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fase upswing dimana minat pasar mulai bergairah disusul oleh penjualan dan 

persaingan yang meningkat 

Pesatnya bisnis properti ini didorong oleh kebutuhan pokok manusia akan papan, 

disamping pangan dan sandang. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan utama yang 

secara naluri harus terpenuhi. Tidak heran jika banyak orang mengidamkan punya 

rumah idaman sendiri. Disamping itu dalam keperluan usaha, seseorang atau badan 

usaha memerlukan tempat yang dapat digunakan untuk keperluan usahanya, misalnya 

kantor, ruko ataupun gudang. Disamping itu, properti juga menjadi alternatif utama 

untuk berinvestasi. Disamping harga yang relatif selalu naik dimassa yang akan 

datang, juga dapat dijadikan bisnis bahan sewa yang mendatangkan keuntungan pasif.  

Kondisi yang turut mempengaruhi iklim bisnis properti ini juga adalah adanya 

regulasi pemerintah di bidang properti, termasuk didalamnya regulasi di bidang 

perpajakan. Baik regulasi perpajakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah yang memberikan efek posiitif terhadap perkembangan bisnis ini.  

Pengembangan rumah hunian merupakan lahan yang dominan dilakukan oleh 

sebagian besar pengembang. Sangat tidak mengherankan apabila saat ini di daerah 

daerah sub-urban maupun urban, misalnya Depok, Surabaya, dan juga Malang, 

menjadi daerah tujuan pengembangan rumah hunian. Pengembang rumah hunian ini 

pun bervariasi mulai dari rumah sangat sederhana hingga rumah mewah. Dengan 

harga yang bervariasi inilah yang menyebabkan salah satu faktor kenapa bisnis 

properti ini berkembang pesat. Selain itu juga banyak orang orang yang ekonominya 

menengah ke bawah mampu untuk memenuhi pasar di bidang properti ini.  

Melihat perkembangan usaha atau bisnis properti yang berkembang pesat dan 

peredaran uang yang ada dalam bisnis properti ini tentu membuat pemerintah berpikir 

untuk menarik pajak dari sektor ini lebih besar. Beberapa jenis pajak yang berkaitan 

dengan bisnis properti, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan juga Bea Materai. Belum juga termasuk pajak 
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daerah, misalnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan juga Pajak 

Bumi dan Bangunan yang mungkin dikenakan tergantung pada regulasi masing-

masing daerah yang berbeda kebijakannya. 

Salah satu regulasi pemerintah di bidang perpajakan ini adalah adanya perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran Pajak Penghasilan atas 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan menjadi Peraturan 

Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 yang didalamnya ada penurunan tarif sebesar 2,5 

% yang terdapat pada pasal 2 Peraturan tersebut. Dalam penerapan peraturan tersebut 

yang dimulai dari per 1 Oktober 2016 tersebut secara langsung maupun tidak 

langsung dapat menarik konsumen untuk turut aktif dalam bisnis properti ini. Secara 

langsung apabila semakin banyak transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan tersebut maka semakin meningkat juga penerimaan dari Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat (2) tersebut.  

Peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus mampu untuk 

melakukan pengawasan terhadap transaksi transaksi tersebut, karena melihat potensi 

dari Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ini mulai dari tahun 2017 ke depan ini akan 

meningkat dan target penerimaan pajak yang sudah direncanakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak ini nantinya akan terpenuhi.  

Salah satu pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah 

orang pribadi maupun badan yang melakukan transaksi jual beli atau pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan harus melakukan validasi Surat Setoran Pajak untuk 

memeriksa kebenaran jumlah Pajak yang seharusnya terutang dan juga mencocokan 

Nomor Transaksi Penerimaan Negara dengan sistem yang ada di bidang perpajakan. 

Hal ini dilakukan karena memang masih banyak orang pribadi maupun badan yang 

melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut yang 

melakukan tax evasion atau penggelapan pajak. 
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Dalam hal pemerintah melakukan pengawasan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan tersebut, pemerintah membuat kebijakan dan menetapkan 

Peraturan Pemerintah no 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Pengalihan 

Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang dimana dalam peraturan tersebut selain ada 

penurunan tarif yang dikenakan kepada penjual atas pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan,  ada juga dalam peraturan tersbut yang menegaskan bahwa setiap 

ada transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan harus dilakukan penelitian 

Surat Setoran Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama daerah letak objek berada.  

Latar belakang adanya penelitian Surat Setoran Pajak ini adalah karena dalam 

peraturan Nomor 71 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 48 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang di dalam peraturan tersebut tidak 

ada peraturan yang mengikat bahwa setiap transaksi pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan tersebut harus diadakan penelitian Surat Setoran Pajak. Ketika 

pada tahun 2015, yang dimana pada tahun tersebut Peraturan Nomor 71 tahun 2008 

masih berlaku banyak kasus yang membuat negara mengalami kerugian. Kasus 

tersebut yang pertama adalah banyak terjadi kebocoran dari penerimaan Pajak 

Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut. kebocoran 

tersebut adalah adanya Surat Setoran Pajak Palsu dan juga Wajib Pajak mengecilkan 

nilai transaksi. Dalam 2 kebocoran tersebut akan berdampak negatif dan sangat 

merugikan negara sehingga bisa menyebabkan penerimaan pajak menjadi kecil dan 

nantinya akan menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Yang kedua 

adalah Badan Pertanahan Nasional tidak mengisyaratkan adanya validasi Surat 

Setoran Pajak sehingga tidak ada Wajib Pajak yang divalidasi karena memang secara 

hukum tidak ada hukum yang mewajibkan adanya penelitian Surat Setoran Pajak. 

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 

untuk menegaskan bahwa setiap ada transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan harus melakukan permohonan penelitian Surat Setoran Pajak. 
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Dalam hal permohonan penelitian Surat Setoran Pajak, ada beberapa prosedur 

yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh orang pribadi atau badan yang melakukan 

transaksi tersebut. Hal ini mengacu pada ”PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

PAJAK NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT 

SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH 

DANN/ATAU BANGUNAN”   

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengambil judul 

tentang “Tata Cara Permohonan dan Penelitian Surat Setoran Pajak 

Penghasilan 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari”. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari menangani orang pribadi 

atau badan yang ingin melakukan Permohonan dan Penelitian Surat Setoran 

Pajak? 

1.3 Tujuan dan Manfaat (PKN) 

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilakasanakan oleh 

mahasiswa untuk menyelesaikan program studi diploma III Administrasi Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan 

dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat.  

1.3.1 Tujuan Praktek kerja Nyata  

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata, sebagai berikut :  

1) Mengetahui prosedur permohonan dan penelitian Surat Setoran Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari  

2) Mengetahui cara kinerja seksi ekstensifikasi dalam menangani orang pribadi atau 

badan yang melakukan permohonan dan penelitian  Surat Setoran Pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 
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3) Mengetahui kendala – kendala dan upaya penyelesaian dalam penanganan orang 

pribadi atau badan yang melakukan permohonan dan penelitian Surat Setoran 

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata  

a. Bagi Mahasiswa : 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penanganan orang pribadi 

atau badan yang melakukan permohonan dan penelitian validasi Surat Setoran 

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

2. Agar dapat meningkatkan potensi dan keterampilan dalam bidang ilmu 

perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

3. Mengerti tentang materi yang tidak diberikan di perkuliahan 

4. Mengerti tentang sikap,disiplin, dan kerja sama ketika penulis berada 

lingkungan kerja yang sebenarnya 

b. Bagi Universitas  

1) Menjalin kerja sama yang baik antara pihak Universitas Jember dengan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

2) Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya 

di Universitas jember khususnya di Program Studi Diploma III Perpajakan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

Menurut Thajono dan Husein (Brotodihardjo 1993:5) dalam buku Perpajakan 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir 

ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

Definisi lain yang dikemukakan oleh Thajono dan Husein (Munawir 1995: 3) 

dalam buku Perpajakan, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian 

daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan,kejadian, dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu,tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturanyang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negaraa secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. 

Dari definisi definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang 

melekat dan beberapa unsur : 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan Undang-Undang  

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang atau dengan kekuatan serta aturan 

serta pelaksanaannya. 

c. Dalam pembayaran pajak – pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 

individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah 

pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.  

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.  
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2.1.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Prianatara dalam buku Perpajakan Indonesia 

edisi revisi 2 (2013:4), yaitu : 

a. Fungsi budgetair (pendanaan) 

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak 

yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan danan ke kas negara secara 

optimal berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini 

disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis oertama kali 

timbul. Fungsi budgetair adalah fungsi letaknya disektor publik dan pajak 

merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam 

kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – 

pengeluaran negara. 

b. Fungsi regulair ( mengatur ) 

Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak yang digunakan sebagai 

alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang 

keuangan. Disebut juga dengan fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi 

pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan 

dana bagi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan 

sebagai alat kebijaksanaaan untuk mencapai tujaun tersebut. meskipun bukan 

menjadi fungsi utama, fungsi regulair pada ekonomi makro merupakan hal 

penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra 

kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank sentral ( Bank Indonesia ). 

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur :  

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang yang mewah. Semakin mewah 

suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang 

tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar 

rakyat tidak berlomba – lomba mengkonsumsi barang mewah atau untuk 

mengambil kekayaan dari orang yang mampu mengkonsumsi barang mewah 

karena yang mampu membeli barang mewah adalah orang yang mampu. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9 
 

2. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi 

barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar 

cadangan devisa negara dan mendorong investasti dan lapangan kerja di 

dalam negeri (domestik) 

3. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu 

bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta 

percepatan pembangunan. 

 

2.1.3 Pengelompokan Pajak 

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2016:7) dan Thajono (2000:7) 

adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Golongannya  

1) Pajak Langsung  

Yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang 

bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian 

admininstratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. 

Contoh : pajak penghasilan 

2) Pajak tidak langsung 

Yaitu pajak yang bebannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak 

ketiga atau orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subyektif 

Yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Obyektif 

Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya,tanpa melihat keadaan diri Wajib 

Pajak. 
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Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pengeluaran Atas Barang 

Mewah (PPnBM) 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat  

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara. 

Contoh : Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM, dan Bea 

Materai 

2) Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah, diantaranya : 

a) Pajak provinsi : pajak kendaraaan bermotor, dan pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor. 

b) Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, pajak restoran, dan pajak Hiburan 

 

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Ada beberapa cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu : 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel : 

1. Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasakan pada obyek ( penghasilan yang nyata) sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui Kebaikan stelsel ini adalah pajak 

yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

2. Stelsel anggapan (fictieve stelse) 

Pengenaan pajak didasarkna pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – 

undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya 
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pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak 

dapat dibayar selama tahun berjalan,tanpa harus menunggu pada akhir tahun. 

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada 

keadaan yang sebenarnya. 

3. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun pajak besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari 

pada pajak menurut anggapan ,maka wajib pajak harus menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat dimintai kembali. 

 

2.1.5 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:5) ada 5 teori yang menguatkan pemungutan 

pajak, yaitu: 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa,harta benda, dan hak – hak rakyatnya. Oleh 

karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi 

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

2. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya 

perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang 

terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya  pajak yang harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.  

4. Teori Bakti 
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Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari 

bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli  

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat 

dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian 

kepentingan masyarakat lebih diutamakan. 

 

2.1.6 Asas Perpajakan 

Berhubung pemungutan pajak dikenakan atas sebahagian kekayaan atau 

pengeluaran seseorang atau sebagian keuntungan atau laba suatu badan ke kas negara 

melalui atau berdasarkan wewenang pemerintah yang diberikan oleh Undang – 

Undang, maka di dalam penyusunan Undang – Undang dan peraturan perpajakan 

harus memperhatikan beberapa asas. Asas perpajakan yang sangat terkenal sampai 

saat ini adalah yang berasal dari Adam Smith di dalam bukunya : “An iquiry in to the 

nature and cause of the wealth of Nations”, bahwa pemungutan pajak harus 

memenuhi empat syarat yang dikenal dengan nama “Four common of taxation” atau 

“The four maxims” yaitu :  

a. Asas Kesamaan atau Keadilan (Equality) 

Asas equality berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan 

secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak 

(ability of pay) dan tidak diwajibkan bagi yang mereka tidak mampu membayar 

pajak. Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jia 

kita membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan 

manfaat dari membayar pajak kepada Wajib Pajak yang membayar walaupun 

timbal balik tersebut tidak dapat ditunjukkan secara langsung. 

b. Asas Kepastian (Certainty) 
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Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang – wenang. 

Pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu dengan azas ini 

diharapkan dengan Wajib Pajak dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang 

terutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terutang secara pasti, 

dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang sebelum jatuh tempo. 

c. Asas Kenyamanan (Convenience)  

Maksud dari asas ini adalah Wajib Pajak membayar oajak tidak dalam kondisi 

yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan dasar yang paling tepat bagi 

Wajib Pajak untuk membayarkan pajak. Lebih jelasnya dapat diartikan bahwa 

pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang disebut  

Pay Aas You Earn. 

d. Asas Ekonomi (Economy) 

Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak dan biay pemenuhan kewajiban 

bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin 

Dalam rangka menciptakan keseimbangan menurut Mansury (1996) adalah dengan 

memperhatikan seluruh kepentingan dengan memgang teguh tiga prinsip perpajakan 

yaitu :  

a. The Revenue Adequacy Principle  

Prinsip ini diutarakan oleh Jesse Burkhead. Prinsip ini merupakan kepentingan 

Pemerintah sebab salah satu tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai 

kecukupan anggaran negara. Untuk apa memungut pajak kalau ternyata hasil 

pemungutan pajak tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

anggaran. Oleh karena itu, wajar saja jika Pemerintah menjalankan salah satu 

fungsi pajak sebagai bugetair dalam rangka mencukupi kebutuhan anggaran. 
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b. The Equity Principle 

Prinsip ini merupakan kepentingan masyarakat sebab masyarakata atau Wajib 

Pajak yang wajib memikul beban pajak membutuhkan kesamaan dan keadilan 

dalam pemungutan pajak. Hukum pajak harus diterapkan tanpa pengecualian 

bagi semua orang Wajib Pajak dalam keadaan yang sama. Terdapat dua makna 

yang terkandung di dalamnya yaitu prosedural yang esensial dan substantif. 

Prosedural berarti bahwa hukum harus diterapkan secara keseluruhan, apapun 

status dari orang yang terlibat tersebut. hal ini berarti tidak ada seorangpun dapat 

memperoleh perlakan khusus atau diskriminasi dalam penerapan hukum atau 

dapat menolak hal – hal prosedural untuk menentang aplikasi hukum yang 

dilakukan kepadanya, dan  

c. The Certainty Principle  

Prinsip ini merupakan kepentingan masyarakat dan pemerintah karena diatas 

kepastian hukum baik pada aspek formal dan materiil dalam pemungutan pajak, 

pemotongan pajak, pembayaran pajak, objek pajak, tarif pajak, dan lain – lain 

harus ada dan tidak banyak menimbulkan interprestasi yang menguntungkan 

salah satu pihak. Ketentuan perpajakan yang baik dapat meminimalisasi 

perbedaan interprestasi dan ruang penghukuman pajak oleh regulator dan 

eksekutor regulasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak karena 

beda interprestasi. Tentu saja pengambilan kesimpulan oleh petugas pajak dari 

beda interprestasi atas suatu regulasi yang belum secara eksplisit, jelas, tegas, 

dan lengkap mengatur suatu masalah pajak adalah untuk menguntungkan 

penerimaan pajak sedangkan Wajib Pajak sebaliknya ingin mendapat keuntungan 

dari beda interprestasi tersebut. Jika Wajib Pajak keliru dalam 

menginterprestasikan suatu regulasi yang masih belum secara eksplisit, jelas, 

tegas, dan lengkap,  maka Wajib Pajak akan menerima resiko sanksi administratif 

dan koreksi pajak. 
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2.1.7 Asas Pemungutan Pajak 

Adapun asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9), yaitu : 

1. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang 

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam 

maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 

2. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3. Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak 

Adapun sistem pemungutan pajak menurut mardiasmo (2016:9), yaitu : 

a. Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri – ciri dari sistem ini adalah :  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, 

2) Wajib pajak bersifat pasif, 

3) Utang pajak timbul stelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. 

b. Self Assement System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 

Ciri ciri dari sistem ini adalah : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 

sendiri, 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung,menyetor, dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang, 
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3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga ( bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya 

pajakyang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-ciri dari sistem ini adalah :  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.9 Sistem Perpajakan 

Menurut Prianatara dalam buku Perpajakan Indonesia edisi revisi 2 (2013:10). 

Terdapat tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harus saling terkait satu sama 

lainnya. Kesuksesan pelaksanaan administrasi perpajakan tergantung pada 

keharmonisan ketiga unsur tersebut. ketiga unsur tersebut adalah :  

1. Kebijakan Perpajakan 

Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsur-unsur dari berbagai alternatif 

perpajakan yang tersedia terhadap tujuan yang akan dicapai. Pemilihan unsur-

unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan dikenakan pajak (subjek 

pajak), apa yang akan dikenakan pajak (objek pajak), cara perhitungan dan 

prosedur pajak. Kebijakan perpajakan juga harus mempertimbangkan strategi 

pembangunan nasional, ekonomi makrp, dan aspek ekonomi, sosial, dan politik. 

2. Undang – Undang Pajak 

Dari berbagai kebijakan perpajakan yang dapat dipilih oleh regulator – 

Kementrian Keuangan dan agar dapat memberikan keepastian hukum tentang 

pemungutan pajak, kebijakan perpajakan harus dirumuskan dalam suatu 

peraturan formal yang disebut dengan Undang – Undang perpajakan dan 

peraturan pelaksanaannya. Undang – Undanng yang baik harus mudah 

dimengerti dan mudah dipahami sehingga tidak menyusahkan pembuat dan 

pemakai undang – undang itu sendiri. Dalam konteks Negara Indonesia, bahkan 
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pemungutan pajak harus melalui Undang –Undang sesuai amanat konstitusi pasal 

23A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan 

Ketiga Undang – Undang Dasar menyebutkan “pajak dan punguttan lain yang 

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang” 

artinya pemungutan pajak harus melalui pembahasan dengan wakil rakyat di 

DPR. 

3. Administrasi Perpajakan 

Administrasi pajak merupakan instrumen untuk mengoperasionalkan kebijakan 

perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku. Administrasi pajak merupakan 

kunci bagi berhasilnya kebijakan perpajakan. Administrasi perpajakan 

merupakan merupakan prosedur atau tata cara yang lebih rinci dan ketika teknis 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang – 

undang. Misalnya, bagaimana prosedur mendaftar sebagai Wajib Pajak, prosedur 

mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

 

2.1.10 Dasar Terselenggaranya Administrasi Pajak Yang Baik 

Menurut Prianatara dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2 

(2013:11) menyebutkan bahwa Dasar – dasar terselenggaranya administrasi pajak 

yang baik menurut  Mansury (2002) ada empat yaitu :  

a. Adanya kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang – undang yang 

memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan kepada Wajib Pajak 

sehingga mewujudkan kepastian hukum. 

b. Adanya kesederhanaan baik dalam perumusan yuridis yang memberikan 

kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh  

aparatur dan pemenuhan kewajiban oleh Wajib Pajak. 

c. Adanya reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis dengan 

mempertimbangakan tujuan tercapainya efisien dan keefektifan administrasi 

perpajakan. 
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d. Administrasi pajak yang efektif dan efisien. Informasi yang lengkap dan dapat 

dipertanggungjawabkan merupakan kunci dari administrasi pajak yang efektif 

dan efisien. 

Sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan 

pajak secara adil. Sebaliknya jika administrasi pajak itu tidak ditunjang dengan oleh 

sistem informasi yang efektif, maka akan mengakibatkan ketimpangan, yaitu ada 

subjek pajak yang seharusnya menjadi Wajib Pajak tetapi tidak terdaftar dalam 

administrasi perpajakan, sehingga penyelenggaraan pemungutan menjadi tidak adil. 

 

2.1.11 Saat Berakhirnya Utang Pajak 

Menurut Priantara dalam buku perpajakan indonesia edisi revisi 2 (2013:13) 

ada 3 hal yang menyebabkan berakhirnya utang pajak, yaitu :  

1. Apabila sudah dilakukan pembayaran pajak 

Sesuai kebiasaan umum, utang berakhir karena adanya pelunasan secara tunai 

atau dengan penyerahan harta non tunai. Pelunasan utang Pajak tidak dilakukan 

dengan penyerahan harta non tunai kecuali jika terhadap Wajib Pajak yang 

memiliki tunggakan utang pajak telah dikenakan penyitaan dan pelelangan atas 

harta bendanya guna melunasi tunggakan tersebut. 

2. Apabila Dilakukan Kompensasi Karena Kelebihan Pembayaran Pajak 

Kompensasi ini sebenarnya adalah bentuk offset atau penandingan karena Wajib 

Pajak memiliki tagihan kelebihan pembayaran suatu jenis pajak sedangkan Wajib 

Pajak tersebut juga memiliki utang atas jenis pajak yang lain. Oleh karena itu, 

penyelesaian utang pajak dimaksud adalah dengan mengkompensasikan utang 

pajak dengan kelebihan pembayaran pajak. Ini artinya setiap ada permintaan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal 

Pajak akan memenuhinya selagi Wajib Pajak benar benar tidak memilik utang 

pajak. 
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3. Daluarsa 

a) Dalam hal tidak diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak 

maka daluarsanya utang pajak adalah merujuk pada Pasal 13 ayat (4) 

Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang 

menyebutkan,”besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib 

Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ), setelah saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau 

tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak”.  

b) Dalam hal diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak maka 

daluarsa utang pajak adalah merujuk pada Pasal 22 ayat (1) Undang –

Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan, “Hak untuk 

melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya 

penagihan pajak, daluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung 

sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB) serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT)  dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 

Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali (PK). Daluarsa 

penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat 

Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 

permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, 

daluarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal Penerbitan 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 

atau Putusan Peninjauan Kembali. Namun demikian jangka waktu tersebut 

tidak berlaku jika kondisi sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2). 

4. Pembebasan atau Penghapusan Utang Pajak 

Utang pajak dapat berakhir karena adanya pembebasan atau penghapusan utang 

pajak oleh Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak). Hal ini dapat dijumpai pada 
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pasal 24 Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan,  

“tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”. Menteri Keuangan mengatur tata 

cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak 

dapat ditagih lagi, antara lain Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai 

harta kekayaan atau warisan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses 

pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi syarat lagi sebagai subjek 

pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak yang telah daluwarsa. 

 

2.1.12 Surat Setoran Pajak 

A. Pengertian Surat Setoran Pajak  

Menurut Mardiasmo (2016:42) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran 

atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

 Fungsi SSP 

Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan 

oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah 

mendapat validasi. 

 Tempat Pembayaran dan Penyetoran 

1. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan 

2. Kantor Pos 

 

2.1.13 Nomor Pokok Wajib Pajak 

Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan, 

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 
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atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

Menurut Mardiasmo (2016:29) Nomor Pokok Wajib Pajak ini adalah nomor yang 

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor Pokok Wajib Pajak ini 

berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan untuk menjaga 

ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. 

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan 

sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak untuk 

dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib 

Pajak. 

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan 

mengenai subyek pajak dalam Undang – undang pajak pengasilan 1984 dan 

perubahannya.  

Persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subyek pajak yang menerima 

atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan 

pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 

1984 dan perubahannya. 

Tempat pendaftaran dilakukan pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang 

pribadi pengusaha tertentu. 

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula pada wanita kawin yang 

dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum 

atau dikehendaki secara tertuis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan 

harta. 

Wanita kawin selain tersebut diatas dapat mendaftrakan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin 
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tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari 

hak dan kewajiban perpajakan suaminya. 

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara 

jabatan apabila Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subyektif dan objektif tidak 

mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi Wajib 

Pajak yang dterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimlaii sejak Wajib 

Pajak memnuhi persyaratan Subyektif dan Obyektif sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang – undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum 

diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.  

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memeperoleh NPWP dibatasi jangka 

waktunya karena hal ini berkaitan dengan saat pajak teruntang dan kewajiban 

mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :  

a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri palig lambat 1 (satu) 

bulan setelah saat usaha mulai dijalankan; 

b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak 

melakukan perkerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 

suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, 

wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan 

NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. 

Sanksi yang dikenakan apabila orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan 

diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau 

menggunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara dapat diekanakan sanksi dengan pidana penjara 

paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling 

sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling 

banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. 
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Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana 

apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 

1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana 

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak dalam 

rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau 

pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan 

dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi 

yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling 

banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau 

pengkreditan yang dilakukan. 

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak bisa melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan 

oleh Direktur Jenderal Pajak apabila :  

a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak 

dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan 

subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan; 

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha; 

c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah 

tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari 

wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak; 

d. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; 

atau 

e. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok 

Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif 

dan/atau objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut Priantara dalam buku Perpajakan Indonesia edisi revisi 2 (2013:171) 

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikelola Pemerintah Pusat dan memberikan 

kontribusi signifikan kepada penerimaan negara yang dimana dalam pengenaan 

pajaknya dikenakan terhadap subjek pajak berdasarkan pendapatan atau penghasilan 

dari dalam tahun berjalan atau bagian tahun pajak. 

 

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Dasar Hukum Pajak Penghasilan adalah Undang – Undang Nomor 7 tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perjalanannya, Undang – Undang Pajak 

penghasilan ini beberapa kali diubah, yaitu : 

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 diubah menjadi Undang – Undang 

nomor 16 tahun 2000 pada perubahan kedua; 

2. Undang – Undang Nomor 16 tahun 2000 diubah menjadi Undang – Undang 

nomor 17 tahun 2000 pada perubahan ketiga; 

3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2000 diubah menjadi Undang – Undang 

nomor 36 tahun 2008 pada perubahan terakhir sampai sekarang. 

 

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 yang menjadi Subjek Pajak 

adalah: 

1. Orang Pribadi 

Merupakan subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia 

ataupun diluar Indonesia.Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


25 
 

2. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, 

menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang 

belum terbagi sebagai subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas 

penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Warisan 

yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam 

negeri mengikuti status pewaris. Apabila warisan tersebut sudah terbagi, maka 

kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Sedangkan, warisan yang 

belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar 

negeri yang telah meninggal dunia yang tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, tidak 

dianggap sebagai subjek pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut melekat pada objeknya. 

3. Bentuk Usaha Tetap 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk Usaha Tetap 

(BUT) adalah suatu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang 

tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan di Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat (5) UU No 36 

tahun 2008. 

4. Badan  

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama 

dan dalam bentuk apapun,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk Usaha 

Tetap. 
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2.2.4 Bukan Subyek Pajak Penghasilan  

Yang tidak termasuk Subyek Pajak Penghasilan adalah : 

a. Kantor perwakilan negara asing; 

b. Pejabat – pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 

dari negara asing dan orang orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat  bukan 

warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal balik; 

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat : 

a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan  

b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota; 

b. Pejabat – pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana tersebut 

dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan 

usaha,kegiatan,atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari 

Indonesia. 

 

2.2.5 Obyek Pajak Penghasilan 

Obyek pajak meliputi penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, termasuk : 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 
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gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-undang; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :  

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan,peleburan pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun; 

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, 

kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat 

dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, 

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro  dan kecil, yang 

ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara 

pihak – pihak yang bersangkutan;  

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam 

perusahaan pertambangan; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 

pembayaran tambahan pengembalian pajak 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 
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h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan peraturan tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs uang mata asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak; 

q. Penghasilan dari usaha Syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. Surplus Bank Indonesia. 

 

2.2.6 Pajak Penghasilan yang bersifat final 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) juga merupakan objek pajak dan ats penghasilan- 

penghasilan tersebut diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya, yakni 

dikenai pajak bersifat final berdasarkan pertimbangan – pertimbangan, antara lain :  

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggota koperasi orang pribadi; 

b. Penghasilan berupa hadiah undian; 

c. Penghasilan dari hasil transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan 

modal ventura; 
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d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; 

dan 

e. Penghasilan tertentu lainnya 

 

2.2.7 Bukan Obyek Pajak 

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan : 

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang 

diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan kegamaan yang 

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh 

penerima sumbangan yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasdaan diantara pihak – pihak yang 

bersangkutan; 

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat, badan kegamaann, badan pendidikan, badan sosial termasuk 

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan; 

3. Warisan; 

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham 

atau penyertaan modal; 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau 

pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang 

dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma 

penghitungan khusus (deemed profit); 
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6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

suransi bea siswa; 

7. Dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib 

pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada 

badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat 

:  

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan (laba setelah dikurangi 

dengan pajak) 

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN, atau BUMD yang menerima deviden, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% 

dari jumlah yang disetor. 

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension yang pendiriannya 

telah disahkan Menteri Keuangan dalam bidang – bidang tertentu;  

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi 

termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau 

kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha teersebut : 

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menegah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan 

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia 
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12. Beasiswa yang diterima atau diperoleh WNI dari Wajib Pajak pemberi beasiswa 

dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang 

dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri 

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau di bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ 

atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun 

sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; 

14. Bantuan dan santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) kepada wajib pajak atau anggota masyarakat yang tidak mamu 

atau sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah. 

 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

Penjelasan menurut buku perpajakan indonesia edisi revisi 2 Diaz Priantara 

(2013 : 387)  Berdasarkan Undang – Undang Pajak penghasilan terdiri dari yang 

merupakan objek Pajak Penghasilan dan penghasilan yang bukan objek Pajak 

Penghasilan. Pengenaan Pajak Penghasilan yang merupakan objek pajak dilakukan 

dengan dua cara.  

a. Pertama, dikenakan Pajak Penghasilan secara umum dengan menggunakan tarif 

umum (tarif pasal 17) dan perhitungan pengenaannya dilakukan melalui Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 

b. Kedua,dikenakan Pajak Penghasilan secara final dengan menggunakan tarif 

tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

 

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

Pengenaan Pajak Penghasilan secara final mengandung arti bahwa atas 

penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh akan dikenakan Pajak Penghasilan 

dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan 
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tersebut diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang dikenakan, baik yang 

dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di 

muka atas Pajak Penghasilan terutang tetapi sudah langsung melunasi Pajak 

Penghasilan terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang 

dikenakan Pajak Penghasilan final tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilan nya di 

Surat Pemberitahuan tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan 

penghasilan lainnya atau penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final harus 

dikeluarkan atau dikecualikan dari penghasilan – penghasilan yang akan dikenakan 

Pajak Penghasilan dengan tarif umum. Dengan kata lain, Pajak Penghasilan final 

yang sudah dipotong atau dibayar tersebut bukan merupakan kredit pajak Surat 

Pemberitahuan tahunan. 

  

2.3.2. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan 

Subyek Pajak Penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 

2016 Pasal 3 ayat (1) adalah Orang Pribadi atau badan yang menerima penghasilan 

dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

 

2.3.3. Kewajiban Subyek Pajak dan Pejabat Yang Berwenang  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 pasal 3 ayat (1) 

Orang Pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke 

bank/pos persepsi sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang. Namun jika transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

melibatkan bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat 

yang menyetujui tukar – menukar, orang pribadi atau badan yang menerima atau 

memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak 

wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang melainkan Pajak 
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Penghasilan yang dipungut dan disetorkan oleh bendaharawan atau pejabat yang 

melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar – menukar. 

Pembayaran Pajak Penghasilan Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan :  

1. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran; 

2. Sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 pasal 3 ayat (5) 

Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau 

risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya 

dibuktikan oleh orang pribadi atau badan dimaksud bahwa kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran 

Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat 

Setoran Pajak yang bersangkutan yang telah dilakukan penelitian oleh Kantor 

Pelayanan Pajak. 

Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, 

kesepakatan atau risalah lelang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai 

penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang 

dimaksud pejabat berwenang adalah Notaris, PPAT, Camat, Pejabat Lelang atau 

pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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2.3.4. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan 

bahwa obyek Pajak Penghasilan 4 ayat (2) adalah : 

1. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah penghasilan 

yang diteria atau diperoleh oleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau 

bangunan melalui penjualan, tukar – menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, 

lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. 

2. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari perjanjian 

pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. Maksud 

dari beserta perubahannya adalah penghasilan dari : 

a. Pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengiatan jual beli 

pada saat pertama kali ditandatangani; 

b. Pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli 

sebelum terjadinya perubahan atau addendum perjanjian pengikatan jual beli, 

atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli 

tersebut. 

 

2.3.5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 pasal 2 menjelaskan 

besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari 

pengalihan hak dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan 

adalah sebesar : 

a. 2,5 % dari jumalh bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau 

Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya 

melakukan pengalihan hak atas tanah dan/bangunan; 
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b. 1 % dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa 

Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak yang usaha pokoknya adalah melakukan pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan;atau 

c. 0 % atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah, Badan 

Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau 

Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus dari Kepala 

Daerah. 

Nilai Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pengalihan hak adalah 

: 

a. Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang erwenang, dalam hal pengalihan hak 

kepada pemerintah; 

b. Nilai menurutu risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan 

lelang (Vendu Reglement Staatsblad Tahun 1908 Nomor 190 beserta 

perubahannya); 

c. Nilai yang seharusnya diteriman atau diperoleh, dalam hal pengalihan ha katas 

tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi dengan 

hubungan istimewa, selain pengalihan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b; 

d. Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi 

hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b; atau 

e. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam 

hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui tukar – 

menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang 

disepakati antara 2 pihak. 
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Dasar Pengenaan Pajak dari pengikatan jual beli adalah jumlah nilai bruto, 

yaitu : 

a. Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas 

tanah dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan 

istimewa; 

b. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi 

hubungan istimewa. 

 

2.3.6. Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak 

Penghasilan adalah : 

1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena 

Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan 

jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp. 60.000.000,00 dan bukan 

merupakan jumlah yang dipecah – pecah; 

2. Orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan 

dengan cara hibah kepada keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, 

badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi 

atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut 

tidak ada hubungannya dengan usaha,pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan 

antara pihak – pihak yang bersangkutan; 

3. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan 

cara hibah badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, 

koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang 

hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha,pekerjaan, kepemilikan atau 

penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan; 
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4. Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris; 

5. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam 

rangka penggabungan, peleburan, pemekaran usaha yang telah ditetapkan 

Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku; 

6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan 

dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, 

atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; 

7. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan 

pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.  

 

2.4 Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak 

2.4.1 Pengertian Penelitian  

Menurut Moh. Nasir, Ph.D. dalam buku Metode Penelitian (1999:13) Penelitian 

adalah terjemahan dari kata inggris research. Dari itu ada juga ahli yang 

menerjemahkan research sebagai riset. Research itu sendiri berasal dari kata re, yang 

berarti ‘kembali” dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian arti 

sebenarnya dari research atau riset adalah “mencari kembali”. 

Menurut kamus Webster’s New International, penelitian adalah penyelidikan 

yang hati – hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip – prinsip; suatu 

penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Menurut ilmuwan Hillway 

(1956) penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui 

penyelidikan yang hati – hati dan sempurna terhadap suatu masalah. Sehingga 

diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Whitney (1960) 

menyatakan bahwa di samping untuk memperoleh kebenaran. Dengan demikian 

penelitian merupakan suatu metode untuk meneukan kebenaran, sehingga penelitian 

juga merupakan metode berpikir secara kritis. 

Whitney mengutip beberapa definisi tentang penelitian yang diturunkan di 

bawah ini: 
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a. Penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inquiry) secara sistematis dengan 

penekanan bahwa pencarian  ini dilakukan terhadap masalah – masalah yang 

dapat dipecahkan. (Parsons, 1946) 

b. Penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objek yang jelas untuk 

menemukan hubungan antarfakta dan menghasilkan dalil atau hukum. (John, 

1949) 

c. Penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga 

merupakan sebuah pemikiran kritis (critical thinking). Penelitian meliputi 

pemberian definisi dan redefinisi terhadap asalah, memformulasikan hipotesa 

atau jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya 

mengadakan pengujian yang hati – hati atas semua kesimpulan untuk 

menentukan apakah cocok dengan hipotesa. (Woody, 1972) 

Dalam hubungannya dengan definisi penelitian, Gee (1957) memberikan 

tanggapannya sebagai berikut : 

”Dalam berbagai definisi penelitian, terkandung ciri – ciri tertentu yang lebih kurang 

bersamaan. Adanya suatu pencarian, peyelidikan atau investigasi terhadap 

pengetahuan baru, atau sekurang – kurangnya sebuah pengaturan baru atau 

interprestasi (tafsiran) baru dari pengetahuan yang timbul. Metode yang digunakan 

bisa saja ilmu atau tidak. Tetapi pandangan harus kritis dan prosedur harus sempurna. 

Tenaga bisa saja signifikan atau tidak. Dalam masalah aplikasi, maka nampaknya 

aktivitas lebih banyak tertuju kepada pencarian (search) daripada suatu pencarian 

kembali (re-search). Jika proses yang terjadi adalah hal yang selalu diperlukan, maka 

penelitian sebaiknya digunakan untuk menentukan ruang lingkup dari konsep dan 

bukan kehendak untuk menambah definisi terhadap definisi definisi telah begitu 

banyak.” 
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Dari beberapa pendapat para ahli tersbut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari kebenaran melalui 

metode berpikir secara kritis. 

2.4.2 Pengertian Prosedur  

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap kegiatan untuk 

penyelesaian suatu aktivitas. Atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam 

memecahkan suatu masalah. 

Prosedur didefinisikan oleh Puspitawati dan Anggadini (2011:23) dalam buku 

yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi” sebagai berikut : 

“serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan 

urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu 

permasalahan”. 

Menurut Mulyadi (2015:5) dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi 

mengemukakan bahwa : 

“prosedur adalah kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu 

departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi berulang. 

Menurut Nafarin (2009:9) dalam buku Penganggaran Perusahaan menjelaskan 

bahwa : 

“prosedur adalah urut-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna 

menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah – langkah 

pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu 

departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

terhadap suatu masalah yang terjadi. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


40 
 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyta dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Singosari Jalan Randuagung Nomor 12 Singosari Malang pada bagian 

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dan Seksi Pelayanan. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan Surat Tugas 

Nomor : 435/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 01 Maret sampai 

dengan 31 Maret 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.  

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam 

kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, yaitu : 

Tabel 3.1  Hari dan Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir 

oleh penulis dengan judul “Prosedure Permohonan dan Penelitian Validasi Surat 

Hari Kerja 

(1) 

Jam Kerja 

(2) 

Jam Istirahat 

(3) 

Senin – Kamis 07.30 – 16.00 11.30 – 13.00 

Jum’at 07.30 – 16.00 11.15– 13.30 
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Setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Pengalihan Hak Atas Tanah 

dan/atau Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari”. Sehingga 

pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada beberapa 

seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya : 

a. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan 

Pada seksi ini penulis diberi tugas oleh petugas yang bersangkutan untuk 

melakukan tugas yang menjadi salah satu tugas pokok utama seksi ini, tugas 

tersebut diantaranya merekam validasi Surat Setoran Pajak. Pada seksi ini 

penulis juga bisa menanyakan tentang manfaat adanya perekaman validasi 

Surat Setoran Pajak. 

b. Seksi Pelayanan 

Pada seksi ini penulis diberi tugas oleh petugas yang bersangkutan untuk 

melaksanakan tugas perekaman berkas yang ada di ruang berkas mulai dari 

perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26, Pajak 

Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, dan juga Pajak 

Pertambahan Nilai. Selain Surat Pemberitahuan masa, penulis juga diberi 

tugas merekam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi 1770, 1770 S, 1770 SS dan juga 1771. 

 

3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Ada 

beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Singosari yaitu Sholat Dzuhur berjamaah. Untuk hari Jum’at minggu pertama 

awal bulan ada kegiatan olahraga. Selain itu setiap hari kamis setelah Sholat 

Ashar berjamaah ada pengajian dari ustadz yang dihadirkan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Adapun kegiatan penulis selama berada di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari yang dapat dilihat di dalam Tabel 

3.2.2 di lampiran.  
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

1.3.1 Jenis Data 

Jenis – jenis data menurut sumbernya terdiri atas data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk 

kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan 

oleh studi – studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. 

Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip – arsip 

resmi.  

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan 

menurut sumbernya, penulis menggunakan data primer yaitu data yang 

dikumpulkan oleh penulis sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum 

pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode 

waktu tertentu yaitu penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi 

Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan Bapak Samudro Budiono dan kepada 

pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan yaitu Shanti 

Wulandari, Kharisma Adji Rama dan juga Restu Imansari Kusumaningrum. 

Penulis mengumpulkan data menurut sumbernya, penulis juga menggunakan data 

sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan penulis itu sendiri. 

Data ini berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Singosari, salah satu contohnya adalah target dan realisasi penerimaan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dan berkas berkas yang dikumpulkan 

oleh Wajib Pajak yang langsung diambil dari Seksi Pusat Data dan Informasi 

(PDI)  
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1.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoeh langsung dari fiskus. Data primer ini diperoleh 

dari data – data terkait dengan penelitian Surat Setoran Pajak seperti SPPT 

PBB, SSP, Akta Jual Beli, dan lain – lain 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer, sumber data sekunder ini seperti artikel, jurnal, dan 

lain – lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah sebagai berikut :  

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi,sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

Laporan Praktek Kerja Nyata ini. 

b. Sampling  

Sampling yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan contoh 

(sampel) Wajib Pajak Orang Pribadi. Penulis menggunakan metode pemilihan 

sampel bertujuan (Purposive Sampling) dengan jenis pemilihan sampel 

berdasarkan pertimbangan yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara 

tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan 

tertentu umunya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Supomo, 

2014:130). Sampel yang digunakan penulis yaitu Wajib Pajak yang langsung 

validasi tanpa adanya penelitian dan Wajib Pajak yang harus dilakukan 

penelitian sebelum di validasi. 
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c. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi 

data – data Wajib Pajak yang terkait dengan Penelitian Surat Setoran Pajak. 

d. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara (penulis). Tujuan dari 

wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber 

yang terpercaya. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan 

wawancara kepada beberapa narasumber yaitu Kepala Seksi Ekstensifikasi 

dan beberapa pelaksana Seksi Ekstensifikasi. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Singosari tentang Prosedur Permohonan dan Penelitian Surat Setoran Pajak 

Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dapat beberapa 

kesimpulan yang bisa diambil oleh penulis. Diantaranya : 

1. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan permohonan, 

yaitu Wajib Pajak harus menghitung dan menyetor jumlah pajak yang 

seharusnya terutang. 

2. Terdapat 2 jenis penelitian Surat Setoran Pajak, yaitu penelitian tanpa 

penelitian lapangan dan penelitian dengan penelitian lapangan. 

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dalam melaksanakan prosedur 

permohonan dan penelitian Surat Setoran Pajak dan memberikan pelayanan 

terhadap Wajib Pajak sudah baik. 

4. Perkembangan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 

dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari cukup besar. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Singosari tentang Prosedur Permohonan dan Penelitian Surat Setoran Pajak 

Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, ada beberapa 

saran yang bisa diberikan oleh penulis, diantaranya adalah : 

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari lebih persuasif dan mampu 

meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak. 

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari harus mampu meningkatkan 

Sumber Daya Manusia dan mampu bekerja sama dengan pejabat yang 

berwenang seperti Notaris, Camat, dan pihak-pihak yang berwenang. 
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Lampiran 24 : Contoh Akta Jual Beli Ny.Budi 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


124 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


125 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


126 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


127 
 

Lampiran 25 : Contoh SSPD-BPHTB Tuan Andi 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


128 
 

Lampiran 26 : Contoh SPPT PBB Ny. Budi 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


129 
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Lampiran 33 : Contoh Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


136 
 

Lampiran 34 : Contoh SPPT PBB terutang CV. Jaya Selalu  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


137 
 

Lampiran 35 : Contoh SSPD-BPHTB CV. Jaya Selalu  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


138 
 

Lampiran 36 : Contoh Akta Jual Beli CV. Jaya Selalu  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


139 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


140 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


141 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


142 
 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


143 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


144 
 

Lampiran 37 : Contoh Kartu Identitas Pembeli dan Kuasa 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


145 
 

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN PENANGGUNG 

JAWAB 

HASIL 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu Pertama 

 

(1-3Maret 2017) 

 

a) Diterima magang di 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Singosari oleh 

bagian Sub Bag Umum. 

b) Diarahkan dan 

ditempatkan di Seksi 

Ekstensifikasi perpajakan 

dan Penyuluhan untuk 

diperkenalkan kepada para 

pegawai dan fungsional 

ekstensifikasi yang ada. 

c) Mengamati dan 

mempelajari tugas yang 

dilakukan di dalam Seksi 

Ekstensifikasi dan 

Penyuluhan Perpajakan  

d) Diberi arahan dan 

pengetahuan untuk 

menginput berkas yang 

berhubungan dengan 

validasi SSP untuk 

dimasukkan ke dalam 

komputer 

e) Mulai untuk menginput 

berkas yang berhubungan 

dengan Validasi SSP ke 

dalam komputer 

 

a) Ni Ketut selaku 

Kepala Seksi Sub 

Bag Umum dan 

Kepatuhan 

Internal 

b) Andita Raniswari 

selaku Pelaksana 

Sub Bag Umum 

dan Kepatuhan 

Internal 

c) Samudro 

Budiono selaku 

Kepala Seksi 

Ekstensifikasi 

Perpajakan dan 

Penyuluhan 

d) Sandi Wibisono 

selaku pelaksana 

Seksi 

Ekstensifikasi 

Perpajakan dan 

Penyuluhan 

e) Sandi Wibisono 

selaku pelaksana 

Seksi 

Ekstensifikasi 

Perpajakan dan 

Penyuluhan 

 

a) Penulis dapat mengetahui 

sedikit tentang lingkungan 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Singosari 

b) Penulis dapat mengetahui 

tempat dan pegawai pajak 

yang bertugas di Seksi 

Ekstensifikasi 

c) Penulis bisa mengetahui 

sedikit kegiatan yang 

dilakukan di seksi 

ekstensifikasi 

d) Penulis  mendapat 

pengetahuan dan wawasan 

tentang cara untuk 

menginput berkas validasi 

SSP ke dalam komputer 

e) Penulis mengetahui tentang 

bagaimana praktek yang 

sebenarnya ketika penulis 

menginput berkas yang 

berhubungan dengan 

Validasi Surat Setoran 

Pajak 

2  

 

 

 

 

 

Minggu Kedua 

 

(6 – 10 Maret 2017) 

 

 

 

 

 

a) Menginput dan 

mempelajari fungsi dan 

kegunaan berkas yang 

berhubungan dengan 

Validasi SSP ke dalam 

Komputer. 

b) Perkenalan, konsultasi dan 

wawancara dengan Kepala 

Seksi Ekstensifikasi 

mengenai tugas pokok dan 

fungsi seksi ekstensifikasi 

dan prosedur, manfaat dan 

pentingnya melakukan 

Validasi SSP 

 

a) Budi Santoso 

selaku pelaksana 

Seksi 

Ekstensifikasi 

dan Penyuluhan 

Perpajakan 

b) Samudro 

Budiono selaku 

Kepala Seksi 

Ekstensifikasi 

dan Penyuluhan 

Perpajakan 

c) Kharisma Adji 

Rama dan Shanti 

 

d) Penulis mengetahui tentang 

bagaimana praktek yang 

sebenarnya ketika penulis 

menginput berkas yang 

berhubungan dengan 

Validasi SSP dan juga 

mengetahui fungsi dan 

kegunaan berkas yang 

berhubungan dengan 

Validasi SSP 

e) Penulis lebih mengenal 

dengan kepala seksi 

ekstensifikasi dan juga 

mendapat wawasan tentang 

Lampiran 38 : Daftar Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata  
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c) Konsultasi dan 

wawancara dengan 

pegawai yang bertugas di 

seksi ekstensifikasi 

mengenai fungsi 

melakukan Validasi SSP 

 

 

Wulandari selaku 

pelaksana Seksi 

Ekstensifikasi 

dan Penyuluhan 

Perpajakan 

 

tugas pokok dan fungsi dari 

seksi ekstensifikasi dan 

juga mengetahui tentang 

prosedur, manfaat dan 

pentingnya melakukan 

Validasi SSP 

f) Penulis bisa lebih mengenal 

lebih akrab dengan pegawai 

dan juga penulis bisa 

mengetahu fungsi 

melakukan Validasi SSP 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu Ketiga 

(13 - 17 Maret 2017) 

a) Penulis dipindah tugaskan 

ke Seksi Pelayanan dan 

ditempatkan dibagian 

ruang berkas; 

b) Penulis berkenalan dengan 

pegawai yang bekerja di 

seksi pelayanan; 

c) Penulis diberi arahan dan 

pembekalan tentang 

bagaimana cara 

perekaman berkas oleh 

pegawai yang bertugas di 

ruang berkas 

d) Penulis diberi tugas oleh 

pegawai yang 

bersangkutan untuk untuk 

merekam jenis jenis Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan secara 

manual; 

e) Penulis diberi tugas oleh 

pegawai yang 

bersangkutan untuk  

merekam secara manual 

Surat Pemberitahuan 

Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi tahun pajak 2007; 

f) Penulis diberi tugas oleh 

pegawai yang 

bersangkutan untuk  

merekam secara manual 

Surat Pemberitahuan 

Pajak Penghasilan Badan 

tahun pajak 2011-2013; 

g) Penulis diberi tugas oleh 

a) Andita Nariswari 

selaku pelaksana 

Sub Bag Umum 

dan Kepatuhan 

Internal 

b) Amirudin Jauhari 

selaku Kepala 

Seksi Pelayanan 

c) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku Junior 

Manager Ruang 

Berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

d) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku Junior 

Manager Ruang 

Berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

e) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku Junior 

Manager Ruang 

Berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

f) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku Junior 

a. Penulis bisa belajar di seksi 

yang berbeda dan penulis 

bisa mengetahui beberapa 

cara penyimpanan berkas 

yang ada di KPP Singosari; 

b. Penulis bisa lebih mengenal 

pegawai dan karyawan 

yang ada di seksi 

pelayanan; 

c. Penulis mendapatkan 

pengetahuan baru tentang 

bagaimana cara perekaman 

berkas 

d. Penulis bisa belajar dan 

memahami tentang cara 

merekam jenis jenis Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan secara manual; 

e. Penulis bisa belajar 

merekam dan mengetahui 

isi dari Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi secara 

manual; 

f. Penulis bisa belajar 

merekam dan mempelajari 

isi dari Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan Badan secara 

manual 

g. Penulis bisa belajar 

merekam dan mempelajari 

isi dari Surat 

Pemberitahuan Pajak 
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pegawai yang 

bersangkutan untuk  

merekam secara manual 

Surat Pemberitahuan masa 

Pajak Penghasilan Pasal 4 

ayat (2); 

h) Penulis diberi tugas oleh 

pegawai yang 

bersangkutan untuk  

merekam secara manual 

Surat Pemberitahuan 

Pajak Penghasilan Pasal 

23/26 tahun pajak 2015-

2016; 

i) Penulis diberi tugas oleh 

pegawai yang 

bersangkutan untuk 

merekam secara manual 

Surat Pemberitahuan masa 

Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah tahun 

pajak 2016; 

j) Penulis diberi tugas oleh 

pegawai yang 

bersangkutan untuk  

merekam secara manual 

Surat Pemberitahuan masa 

Pajak Penghasilan Pasal 

25 tahun pajak 2016; 

k) Penulis diberi tugas oleh 

pegawai yang 

bersangkutan untuk  

merekam secara manual 

Surat Pemberitahuan 

tahunan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi 

1770/1770S/1770SS; 

l) Penulis diberi tugas oleh 

pegawai yang 

bersangkutan untuk 

merekam secara manual 

Surat Pemberitahuan 

Pajak Penghasilan Pasal 

21/26 tahun pajak 2016; 

Manager Ruang 

Berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

g) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku Junior 

Manager Ruang 

Berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

h) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku Junior 

Manager Ruang 

Berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

i) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku Junior 

Manager Ruang 

Berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

j) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku Junior 

Manager Ruang 

Berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

k) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku Junior 

Manager Ruang 

Berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

l) Andreas Yohanes 

Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

secara manual; 

h. Penulis bisa belajar 

merekam dan memahami 

Surat pemberitahuan Pasal 

23/26 secara manual; 

i. Penulis bisa belajar 

merekam dan memahami 

Surat Pemberitahuan masa 

Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah secara 

manual; 

j. Penulis bisa belajar 

merekam dan memahami 

Surat Pemberitahuan masa 

Pajak Penghasilan Pasal 25 

secara manual; 

k. Penulis bisa belajar 

merekam dan memahami 

Surat Pemberitahuan 

tahunan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi 

1770/1770S/1770SS secara 

manual; 

l. Penulis bisa belajar 

merekam dan memahami 

Surat Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan Pasal 21/26 

secara manual; 
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A Kelangit 

selaku Junior 

Manager Ruang 

Berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu Keempat 

(20 – 24 Maret 2017) 

 

a) Penulis merekam secara 

manual Surat tagihan 

Pajak; 

b) Penulis diberi tugas oleh 

pegawai yang 

bersangkutan untuk 

merekam secara manual 

Surat Pemberitahuan 

tahunan 1770 SS; 

c) Penulis diberi tugas 

merekam secara manual 

Surat Pemberitahuan masa 

Pajak Penghasilan Pasal 

25; 

d) Penulis diajari cara 

merekam Surat 

Pemberitahuan yang 

sudah dibuat oleh pegawai 

yang bersangkutan 

menggunakan rumus; 

e) Penulis diberi tugas untuk 

merekam Surat 

Pemberitahuan masa 

Pajak Pengashilan Pasal 

21/26 menggunakan 

rumus; 

f) Penulis diberi tugas untuk 

merekam Surat 

Pemberitahuan masa 

Pajak Penghasilan Pasal 

23 menggunakan rumus; 

g) Penulis diberi tugas untuk 

merekam Surat 

Pemberitahuan masa 

Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah 

menggunakan rumus; 

a) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

b) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

c) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

d) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

e) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

a. Penulis bisa belajar 

merekam dan memahami 

Surat tagihan Pajak; 

b. Penulis bisa belajar 

merekam dan memahami 

Surat Pemberitahuan 

tahunan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi 1770 SS; 

c. Penulis bisa belajar 

merekam dan memahami 

Surat Pemberitahuan 

tahunan Pajak Penghasilan 

Pasal 25; 

d.  Penulis mendapatkan 

wawasan baru tentang cara 

merekam Surat 

Pemberitahuan yang lebih 

efektif; 

e. Penulis bisa belajar 

merekam Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan Pasal 21/26 

dengan cara yang lebih 

efektif dengan 

menggunakan rumus; 

f. Penulis bisa belajar 

merekam Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 

dengan cara yang lebih 

efektif dengan 

menggunakan rumus; 

g. Penulis bisa belajar 

merekam Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Pertambahan Nilai dengan 

cara yang lebih efektif 

dengan menggunakan 
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h) Penulis diberi tugas untuk 

merekam Surat Tagihan 

Pajak secara manual; 

i) Penulis melakukan 

wawancara dan konsultasi 

kepada pegawai seksi 

pelayanan dan seksi 

ekstensifikasi; 

Pratama 

Singosari 

f) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

g) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

h) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

i) Restu Imasari 

Kusumaningrum 

selaku pelaksana 

Seksi 

Ekstensifikasi 

dan Penyuluhan 

Perpajakan 

rumus; 

h. Penulis bisa belajar 

merekam Surat Tagihan 

Pajak dan mengetahui isi 

dari Surat Tagihan Pajak 

tersebut; 

i. Penulis mendapatkan 

arahan dan wawasan baru 

tentang Tugas Akhir yang 

akan dibahas; 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Penulis diberi tugas untuk 

merekam Surat 

Pemberitahuan masa Pajak 

Pengashilan Pasal 21/26 

menggunakan rumus; 

b) Penulis diberi tugas untuk 

merekam Surat 

Pemberitahuan masa 

Pajak Pengashilan Pasal 

22 menggunakan rumus; 

c) Penulis diberi tugas untuk 

merekam Surat 

Pemberitahuan masa 

a) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari; 

b) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

a) Penulis bisa belajar 

merekam Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan Pasal 21/26 

dengan cara yang lebih 

efektif dengan 

menggunakan rumus; 

b) Penulis bisa belajar 

merekam Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 

dengan cara yang lebih 

efektif dengan 
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Minggu Kelima 

(26-31 Maret 2017) 

Pajak Penghasilan Pasal 

25 menggunakan rumus; 

d) Penulis melakukan 

wawancara dan konsultasi 

tentang pembahasan SOP 

dengan Kepala Seksi 

Ekstensifikasi dan 

Penyuluhan Perpajakan; 

e) Penulis melakukan 

wawancara dan konsultasi 

tentang pembahasan SOP 

dengan Kepala Seksi 

Pelayanan; 

f) Penulis membantu 

mengarahkan Wajib Pajak 

untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakannya 

dengan pelaksana seksi 

pelayanan; 

g) Penulis diberi tugas untuk 

merekam Surat 

Pemberitahuan masa 

Pajak Pertambahan Nilai  

menggunakan rumus; 

h) Penulis diberi tugas untuk 

merekam secara manual 

Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak 

Penghasilan 1770 e-SPT; 

i) Memilah Surat 

Pemberitahuan Tahunan 

berdasarkan jenis; 

j) Berpamitan dengan 

Kepala Seksi Sub Bag 

Umum dan Kepatuhan 

Internal; 

k) Berpamitan dengan 

Kepala Seksi Pelayanan. 

Pesifikaslayanan 

Pajak Pratama 

Singosari; 

c) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari; 

d) Samudro 

Budiono selaku 

Kepala Seksi 

Ekstensifikasi 

dan Penyuluhan 

Perpajakan; 

e) Amirudin Jauhari 

selaku Kepala 

Seksi Pelayanan 

f) Amirudin Jauhari 

selaku Kepala 

Seksi Pelayanan; 

g) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari; 

h) Andreas Yohanes 

A Kelangit 

selaku junior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari; 

i) Puguh Handoko 

selaku senior 

manager ruang 

berkas Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama 

Singosari 

menggunakan rumus; 

c) Penulis bisa belajar 

merekam Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Penghasilan Pasal 25 

dengan cara yang lebih 

efektif dengan 

menggunakan rumus; 

d) Penulis mendapatkan 

pengetahuan tentang 

prosedur penelitian validasi 

Surat Setoran Pajak yang 

sesuai dengan SOP; 

e) Penulis mendapatkan 

pengetahuan tentang 

prosedur penelitian validasi 

Surat Setoran Pajak yang 

sesuai dengan SOP; 

f) Penulis bisa mengetahui 

tentang pembagian 

pelayanan perpajakan 

terhadap Wajib Pajak sesuai 

dengan kewajiban 

perpajakan masing masing. 

g) Penulis bisa belajar 

merekam Surat 

Pemberitahuan Pajak 

Pertambahan Nilai dengan 

cara yang lebih efektif 

dengan menggunakan 

rumus; 

h) Penulis bisa belajar 

merekam dan memahami 

Surat Pemberitahuan 

tahunan Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi e-SPT1770; 

i) Penulis bisa membedakan 

jenis jenis Surat 

Pemberitahuan; 

j) Penulis mendapatkan 

arahan dari Kepala Seksi 

Sub Bag Umum dan 

Kepatuhan Internal setelah 

keluar dari Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama 

Singosari 
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